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ABSTRAK 

KOMUNIKASI KRISIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN 

STATISTIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM 

PEMULIHAN REPUTASI PASCA ISU JALAN RUSAK  

Oleh 

Abelia Rahma Dini 

 

Krisis sering kali menjadi titik balik yang berdampak signifikan pada kehidupan 

individu, kelompok, atau institusi, tergantung pada bagaimana krisis tersebut 

dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi krisis yang 

dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi 

Lampung dalam upaya memulihkan reputasi pasca isu jalan rusak. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang 

digunakan adalah Situational Crisis Communication Theory (SCCT) dengan 

mengadopsi tiga tahapan krisis, yaitu pra-krisis, krisis, dan pasca-krisis.  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa komunikasi krisis yang dilakukan oleh dinas 

terkait belum sepenuhnya efektif. Pada tahap pra-krisis, upaya pemantauan atau 

deteksi melalui media sosial dan laporan masyarakat telah dilakukan, tetapi 

kurang optimal. Pada tahap krisis, respon yang diberikan berupa press release 

dankegiatan doorstop dinilai masih kurang strategis dalam mengelola persepsi 

publik. Strategi utama yang digunakan adalah bolstering, yaitu menonjolkan 

upaya pemerintah dalam menangani permasalahan secara positif untuk meredakan 

kritik masyarakat. Pada tahap pasca-krisis, dinas berupaya memulihkan reputasi 

dengan menciptakan konten positif yang memamerkan hasil perbaikan jalan dan 

capaian lainnya. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar komunikasi krisis 

lebih strategis, dengan penguatan pemantauan isu pada tahap pra-krisis, 

penggunaan pesan yang lebih persuasif di tahap krisis, dan kampanye komunikasi 

berkelanjutan di tahap pasca-krisis untuk meningkatkan reputasi pemerintah 

secara menyeluruh.   

Kata Kunci: Komunikasi Krisis, SCCT, Reputasi Pemerintah 



 

 

ABSTRACT 

CRISIS COMMUNICATION OF THE OFFICE OF COMMUNICATION, 

INFORMATICS, AND STATISTICS OF THE LAMPUNG PROVINCIAL 

GOVERNMENT IN RESTORING REPUTATION AFTER THE ROAD 

DAMAGE ISSUE 

By 

Abelia Rahma Dini 

 

Crises often serve as turning points that significantly impact the lives of 

individuals, groups, or institutions, depending on how the crises are managed. 

This study aims to analyze the crisis communication strategies employed by the 

Office of Communication, Informatics, and Statistics of the Lampung Provincial 

Government in restoring its reputation following the road damage issue. This 

research adopts a qualitative method with a case study approach. The theoretical 

framework used is the Situational Crisis Communication Theory (SCCT), 

incorporating three crisis stages: pre-crisis, crisis, and post-crisis.  The findings 

indicate that the crisis communication strategies implemented by the office were 

not entirely effective. In the pre-crisis stage, monitoring or detection efforts 

through social media and public reports were conducted but remained suboptimal. 

In the crisis stage, responses such as press releases and doorstop interviews were 

deemed less strategic in managing public perceptions. The primary strategy 

employed was bolstering, highlighting the government’s positive efforts to address 

the issue to mitigate public criticism. In the post-crisis stage, the office attempted 

to restore its reputation by creating positive content showcasing road repair 

results and other achievements. This study provides recommendations to enhance 

crisis communication strategies by improving issue monitoring during the 

pre-crisis stage, utilizing more persuasive messaging during the crisis stage, and 

conducting continuous communication campaigns in the post-crisis stage to 

strengthen the government’s overall reputation.   

Keywords: Crisis Communication, SCCT, Government Reputation   
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Setiap organisasi, perusahaan, dan instansi menginginkan operasional nya berjalan 

lancar untuk mencapai tujuan dan target yang diinginkan. Namun operasional suatu 

organisasi tidak selalu lancar karena terdapat krisis-krisis yang dapat mengancam 

operasional organisasi. Gerken, Land, dan Meer (2016) menyatakan bahwa tidak 

ada organisasi yang dapat menghindari krisis meskipun organisasi tersebut 

melakukan upaya untuk memprediksi dan mencegah krisis tersebut. Seeger, 

Sellnow dan Ulmer (2003) menyatakan krisis merupakan suatu peristiwa yang 

menimbulkan risiko, bahaya,  bahkan  kerugian. Apabila suatu organisasi 

mengalami krisis maka operasionalnya akan terganggu dan menyebabkan 

ketidakstabilan operasional organisasi. Dampak negatif dari suatu krisis adalah 

rusaknya reputasi, sehingga krisis dianggap sebagai ancaman oleh sebagian besar 

organisasi (Coombs, 2007). 

 

Salah satu permasalahan utama yang menjadi krisis adalah terkait isu jalan rusak di 

Lampung. Pada tahun 2023, tepatnya awal bulan April,  sebagian besar perhatian 

masyarakat Indonesia tertuju pada Lampung karena banyaknya permasalahan jalan 

rusak di Lampung. Dalam konten yang diunggah Tiktokers  Lampung bernama 

Bima Yudho Saputro melalui akun Tiktok @awbimaxreborn, ia membuat video 

yang menjelaskan mengapa Lampung tak kunjung maju. Konten tersebut menjadi 

trending topik di Tiktok dan videonya menjadi viral dengan 5,3 juta views dan 2,1 

juta likes, membuat netizen heboh. Dalam video tersebut, Bima mengungkapkan 
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bahwa Lampung memiliki infrastruktur, pendidikan, dan tata kelola  yang buruk. 

Salah satu kritik yang menarik perhatian masyarakat adalah persoalan infrastruktur 

jalan. Jalan di Lampung dianggap tidak pernah mulus, padahal itu adalah hal 

terpenting untuk mendongkrak perekonomian daerah. 

 

Gambar 1. Konten Bima Yudho Terkait Jalan Rusak 

(Sumber : Media Indonesia.com) 

 

Berdasarkan data kondisi jalan Kementerian PUPR Tahun 2021, panjang jalan  

nasional di Lampung sepanjang 1292,21 km dengan kondisi baik 32,28% (430,06 

km), rata-rata 60,61% (783,20 km), rusak ringan 4,38% (56,58 km) dan rusak berat 

1,73 % (22,37km). Sedangkan jalan provinsi sepanjang 1693,27 km dalam kondisi 

baik mencapai 64,45% (1091,24 km), rata-rata 11,60% (196,40 km),  rusak ringan 

14,14% (239,44 km) dan rusak berat 81% (166,20 km). Sementara itu, jalan  

kabupaten sepanjang 14.669 km dalam kondisi baik 33,80% (4958 km), rata-rata 

21,36% (3133,54 km),  rusak ringan 27,06% (3969,96 km) dan rusak berat 17,77% 

(2607 km).  
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Adapun lokasi jalan rusak yang di keluhkan oleh masyarakat Lampung dan menjadi 

viral di sosial media ialah Jalan Lintas di Kabupaten Lampung Tengah, di Jalan 

Punggur sisi Kota Metro, kemudian di  Jalan Endro Suratmin salah satunya ruas 

jalan utama menuju Desa Sabah Balau Kabupaten Lampung Selatan, serta 

diresmikan tol Trans Sumatera yang kondisinya parah, kemudian jalan dilanjutkan 

ke Ryacudu Jati Agung Lampung Selatan, kemudian jalan sebelum keluar Gunung 

Batin Di jalan tol  menuju Kabupaten Tulang Bawang, kondisi jalan cukup buruk 

dengan diameter lubang yang bervariasi. 

 

Di area Kota Bandar Lampung, terjadi kerusakan pada infrastruktur jalan, terutama 

pada salah satu jalur alternatif yang sering digunakan oleh wisatawan bahari untuk 

mengatasi kemacetan lalu lintas di perbatasan antara Kota Bandar Lampung dan 

Kabupaten Pesawaran. Spesifiknya, daerah Sumur, di sepanjang Jalan Sale Raja 

Kusuma Yuda - Jalan Morotai - Jalan Zulkarnaen Subing, tidak hanya ditandai oleh 

jalan berlubang, tetapi juga memiliki titik rawan longsor yang dapat 

membahayakan pengemudi. 

 

Masih adanya jalan berlubang di Lampung membuat perhatian masyarakat tertuju 

pada kinerja pemerintah. Dalam pemberitaan fenomena kerusakan jalan di 

Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung lah yang mendapat kecaman dari 

masyarakat, khususnya  netizen. Pemerintah Provinsi Lampung diyakini tidak 

mempunyai kapasitas untuk mengelola dan memelihara infrastruktur jalan dengan 

baik. Dalam kasus kerusakan jalan di Lampung, krisis mencapai puncaknya, 

terutama karena adanya tuntutan masyarakat dan meningkatnya pemberitaan media 

yang menuntut Pemerintah Provinsi Lampung untuk memberikan informasi terkini 

mengenai permasalahan tersebut dan bertanggung jawab penuh atas kejadian 

tersebut. 
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Hal ini dibuktikan dengan terus menerusnya sorotan yang diterima Provinsi 

Lampung dari berbagai media lokal atau nasional melalui unggahan berita di portal 

berita online dan saluran media sosial. Sejumlah stasiun televisi turut 

memanfaatkan momentum tersebut dengan menyiarkan kerusakan jalan di 

Lampung. Sebagai respons terhadap viralnya permasalahan jalan rusak di Lampung, 

Presiden Jokowi turun langsung meninjau beberapa ruas jalan di provinsi tersebut 

yang mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Bahkan, Jokowi 

menyatakan bahwa pemerintah pusat akan mengambil langkah untuk memperbaiki 

jalan rusak di Lampung dengan mengalokasikan dana sekitar Rp.800 miliar, yang 

akan digunakan untuk memperbaiki 15 ruas jalan rusak di Provinsi Lampung. 

 

Gambar 2. Pemberitaan Negatif Media 

(Sumber : Kompas.com) 

 

Keputusan Jokowi untuk mengambil alih perbaikan jalan di Lampung juga menuai 

sorotan dan kritik dari sejumlah pakar. Salah satunya Bhima Yudhistira, Direktur 

Center of Economic and Law Studies (Celios), menyatakan ketidaksetujuannya 

terhadap tindakan Jokowi.Menurut dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Lampung sudah mencukupi, hanya saja pengalokasiannya kurang baik. 
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Munculnya permasalahan jalan rusak di Lampung dan banyaknya pemberitaan 

negatif  menyebabkan Pemerintah Provinsi Lampung terjerumus dalam krisis. 

Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga mengalami kerugian non-materiil 

yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi 

Lampung. 

 

Agar krisis dapat menjadi titik balik ke arah yang lebih baik,  pemerintah harus 

merencanakan dan melaksanakan strategi manajemen krisisnya dengan cepat dan 

tepat. Heath (dikutip dalam Ray, 1999) menyatakan bahwa komunikasi krisis 

merupakan upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap 

organisasi dalam menghadapi tingkat ketidakpastian yang tinggi. Komunikasi 

krisis melibatkan penggunaan semua alat hubungan masyarakat yang tersedia 

untuk mempertahankan dan memperkuat reputasi organisasi dalam jangka panjang 

dan pada saat organisasi berada dalam situasi sulit, berbahaya‖ (Lattimore, Baskin, 

Heiman, & Toth, 2010) Oleh karena itu, komunikasi krisis sangat penting untuk 

mempengaruhi persepsi publik terhadap perusahaan yang sedang krisis. 

 

Krisis komunikasi adalah krisis dan permasalahan yang terjadi pada pemerintahan 

atau organisasi dan disebabkan oleh faktor dari media itu sendiri (Zainal Abidin 

Partao, 2005). Oleh karena itu, krisis dalam konteks ini bisa saja disebabkan oleh 

pemerintah sendiri sebagai komunikator, atau bisa juga disebabkan oleh faktor lain, 

seperti media dan pesan itu sendiri, yang sebagian disebabkan oleh faktor media. 

Misalnya, suatu krisis atau permasalahan yang muncul akibat pemberitaan yang 

negatif akan berdampak pada citra maupun reputasi pemerintah. 

 

Berbeda dengan krisis komunikasi, komunikasi krisis lebih fokus pada respon 

organisasi terhadap  krisis yang dialaminya, seperti apa yang dikatakan dan 

dilakukan setelah krisis (Coombs, 2010). Dalam berkomunikasi, organisasi harus 

mampu menyelaraskan respon pemangku kepentingan dengan apa yang diharapkan 
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oleh pemangku kepentingan sehingga dapat mengurangi tingkat emosi negatif yang 

dialami pemangku kepentingan. . Jika suatu perusahaan tidak efektif dalam 

berkomunikasi dengan publik,  seperti memberikan informasi yang tidak akurat, 

maka hal ini menjadi  peringatan akan terjadinya sesuatu yang lebih buruk 

(Coombs, 2010). Tak hanya sekedar kegiatan komunikasi yang dilakukan ketika 

krisis saja, komunikasi krisis juga melakukan penentuan strategi komunikasi untuk 

merespon situasi krisis.  

 

Berdasarkan penjelasan di atas, komunikasi krisis dapat dipahami sebagai suatu 

kegiatan dan prosedur komunikasi yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang 

kehumasan untuk menyikapi serta mengelola krisis agar masyarakat mendapat 

pencerahan, memahami krisis dan tahu tentang krisis ini. Apabila pemerintah 

melakukan komunikasi krisis secara efektif dan efisien maka akan meminimalisir 

terjadinya krisis komunikasi antar seluruh pihak dalam pemerintahan. Dalam 

situasi dan kondisi krisis, keberadaan informasi yang jelas, efektif , dan akurat 

merupakan hal yang sangat mendasar dan penting, karena komunikasi yang 

dilakukan saat situasi tersebut memerlukan adanya pemikiran dan pertimbangan 

yang mendalam dan tidak dapat diabaikan.  

Kriyantono (2018) menjelaskan bahwa manajemen komunikasi krisis merupakan 

fungsi kehumasan, oleh karena itu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

(Diskominfotik) Provinsi Lampung sebagai instansi pemerintah yang berwenang 

dalam pengelolaan komunikasi dalam keadaan krisis. Terutama menjadi tugas dan 

fungsi Bidang Informasi Publik dan Bidang Komunikasi Publik yang mempunyai  

tugas dan kewajiban mengelola permasalahan atau krisis yang dapat mempengaruhi 

reputasi atau citra organisasi pemerintah. Tujuan utamanya adalah menjaga 

keaslian informasi mengenai situasi krisis yang ingin diketahui masyarakat, 

sekaligus meminimalisir terjadinya krisis media pemerintah yang dapat berdampak 

negatif terhadap reputasi dan citra pemerintah. 



7 

 

 

Adapun bentuk komunikasi krisis pada lembaga dengan memberikan respons dan 

informasi kepada masyarakat serta media. Hal ini bertujuan agar media mampu 

memahami pesan yang ingin disampaikan oleh lembaga melalui keterbukaan 

informasi yang diberikan, seperti yang dijelaskan oleh Zebua et al. (2021). Salah 

satu cara yang bisa diterapkan oleh Diskominfotik Pemerintah Provinsi Lampung 

adalah dengan melakukan strategi komunikasi krisis. Dengan strategi ini 

memungkinkan Diskominfotik Provinsi Lampung untuk merespon dan 

memulihkan reputasi pemerintah. 

 

Dalam buku The Handbook of Crisis Communication, kondisi krisis diartikan 

sebagai proses menanggapi suatu peristiwa yang tidak terduga dapat menganggu 

kondisi penting para stakeholders dan bisa berdampak serius dalam kinerja 

hubungan organisasi dan berdampak kepada hasil yang negatif (Coombs, 2010).  

Kasus isu jalan rusak di Lampung dan tersebarnya rumor di media sehingga 

membuat trending topic di twitter merupakan kondisi krisis public relations. 

Karena suatu peristiwa, rumor, atau informasi yang membawa pengaruh buruk 

terhadap reputasi, citra dan kredibilitas perusahaan merupakan krisis public 

relations. Banyak instansi yang menganggap bahwa krisis hanya akan menyerang 

perusahaan besar, padahal krisis dapat menyerang siapa saja, baik individu, 

organisasi, maupun perusahaan, kapan dan di mana saja (Nova, 2011).  

 

Beberapa penelitian terdahulu dapat dijadikan acuan, pelengkap teori, serta 

perbandingan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan. Juliana, R, dkk (2022) 

menjelajahi manajemen komunikasi krisis yang diterapkan oleh Departemen 

Umum Pajak untuk mengatasi dampak negatif dari penetapan pajak pertambahan 

nilai terhadap kebutuhan pokok. Penelitian ini mengungkapkan pendekatan tiga 

fase, yakni sebelum krisis, saat krisis, dan setelah krisis. Sebelum krisis, 

langkah-langkah ini melibatkan pendeteksian krisis melalui pemantauan dan 
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analisis peristiwa terkini serta persiapan krisis melalui pembentukan tim 

manajemen krisis. Dalam menanggapi krisis, persiapannya melibatkan penyusunan 

dokumen strategi komunikasi, termasuk pesan utama, tujuan, taktik, jadwal, 

tanggung jawab, dan pertemuan dengan pembuat konten untuk menyebarkan 

informasi kepada publik. Di fase pasca krisis, penilaian dilakukan dengan 

mengikuti dan menganalisis ulang berita, memeriksa komentar media sosial, dan 

mencari berita populer di Google. Strategi komunikasi krisis denial dan bolstering 

diimplementasikan oleh Departemen Jenderal Pajak sebagai respon terhadap krisis 

tersebut. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Yulianti dan Boer (2020) terkait Manajemen Krisis 

Public Relations dalam Menghadapi Penolakan Imunisasi Measles Rubella 

menemukan bahwa komunikasi krisis dilakukan dalam tiga fase. Fase pertama 

melibatkan pemantauan media, identifikasi juru bicara, dan pertemuan dengan 

pemangku kepentingan. Selama fase krisis, kerja sama dilakukan dengan otoritas 

regional dan Komite Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi. Kementerian 

Kesehatan menerapkan strategi komunikasi krisis diminish untuk mengurangi 

dampak negatif peristiwa krisis tersebut. 

 

Maka dari itu, peneliti akan melakukan penelitian menggunakan konsep 

Komunikasi Krisis memggunakan The situational crisis communication theory 

(SCCT) karena teori tersebut digunakan untuk melihat reaksi publik terhadap 

sebuah krisis dan menjelaskan strategi krisis (crisis response) dari pemerintahan.. 

The situational crisis communication theory dikemukakan oleh Timothy W. 

Coombs dan Holladay S.J. SCCT mengidentifikasi bagaimana melindungi 

reputasi sebuah perusahaan secara maksimal dan dapat diperbaiki dengan 

komunikasi pascakrisis. SCCT menyediakan mekanisme komunikasi untuk 

memprediksi pandangan publik reputasi suatu perusahaan yang sedang terkena 

krisis.  
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Menurut Coombs (2007) dalam penelitiannya SCCT, Publik memiliki 

faktor-faktor tertentu terkait dengan krisis dan faktor-faktor tersebut menentukan 

citra organisasi. Faktor tersebut adalah persepsi atau pandangan publik terhadap 

suatu krisis. Poin penting dari SCCT yaitu penekanan pada upaya perlindungan 

publik dan stakeholder dari kerusakan dan kerugian untuk melindungi reputasi 

organisasi (Kriyantono, 2017). Secara keseluruhan, SCCT menyarankan bahwa 

dengan memahami situasi krisis, manajer krisis dapat memilih strategi respons 

yang tepat pada waktunya untuk melindungi reputasi organisasi. Teori SCCT 

menunjukan terjadinya hubungan dari strategi respon dengan situasi krisis. 

Strategi respon krisis SCCT dapat digunakan sebagai penyelesaian untuk 

organisasi yang sedang terkena masalah. Coombs (2010) mengemukakan bahwa 

tiga kelompok utama dalam strategi respon SCCT berdasarkan sudut pandang 

mengambil tanggung jawab dari krisis dan satu kelompok pendukung. 

 

Dari pemaparan di atas, fokus peneliti dalam penelitian ini ialah ingin melihat 

bagaimana komunikasi krisis yang dilakukan Diskominfotik terkait isu jalan rusak 

di Lampung yang merusak reputasi Pemerintah Provinsi Lampung. Penelitian ini 

ditinjau dari sudut pandang Situational Crisis Communication Theory (SCCT) 

serta dianalisis berdasarkan pendekatan Three Approach, yaitu tahap pra krisis, 

tahap krisis, dan tahap pasca krisis, untuk memahami strategi komunikasi yang 

diterapkan dalam setiap tahapan tersebut. 

 

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi langkah-langkah 

pencegahan yang dilakukan sebelum krisis terjadi (pra krisis), strategi respons dan 

pengelolaan saat krisis berlangsung (krisis), serta upaya pemulihan reputasi dan 

evaluasi yang diterapkan setelah krisis berakhir (pasca krisis).. Peneliti berharap 
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bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi berharga bagi Dinas 

Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung dalam penerapan 

strategi komunikasi krisis, serta menjadi referensi yang berguna jika mereka 

menghadapi krisis di masa mendatang. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini 

juga dapat bermanfaat bagi organisasi pemerintah lainnya yang menghadapi situasi 

serupa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian dengan fokus 

pada isu jalan rusak di Lampung, dan penelitian ini diberi judul ―KOMUNIKASI 

KRISIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMULIHAN REPUTASI 

PASCA ISU JALAN RUSAK‖. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, rumusan masalah penelitian ini 

adalah bagaimanakah komunikasi krisis Dinas Komunikasi, Informatika, dan 

Statistik Pemerintah Provinsi Lampung dalam pemulihan reputasi pasca isu Jalan 

Rusak? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis proses komunikasi krisis Dinas Komunikasi, Informatika, dan 

Statistik Pemerintah Provinsi Lampung dalam pemulihan reputasi pasca isu Jalan 

Rusak. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat di bidang teoritis dan praktis, 

dengan kontribusi sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Peneliti berharap penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan 

penelitian dalam ilmu komunikasi dan menjadi rujukan untuk penelitian 
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mendatang. 

2. Secara Praktis  

a. Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

serta membantu dalam menerapkan strategi komunikasi krisis dalam 

memperbaiki reputasi. 

b. Turut berpartisipasi dalam usaha komunikasi untuk mengelola isu atau 

krisis yang mungkin memengaruhi reputasi atau citra lembaga tempat 

penelitian. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran  

Kerangka pemikiran merupakan proses berpikir peneliti sebagai landasan berpikir 

yang menjadi dasar atau landasan  penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif perlu 

adanya dasar atau landasan yang dapat menunjang penelitian agar  lebih terarah. 

Dengan begitu, diperlukan suatu kerangka pemikiran supaya lebih 

mengembangkan konteks dan konsep penelitian sehingga dapat diperjelas konteks, 

metode penelitian dan penggunaan teori dalam penelitian. Penelitian ini akan 

mengintegrasikan teori dengan permasalahan yang dikaji dalam rangka 

penyusunannya. Kerangka pemikiran dalam  penelitian perlu diperjelas, terlepas 

dari apakah penelitian tersebut relevan dengan topik penelitian. Sugiyono (2003) 

menyatakan bahwa Kerangka pemikiran adalah model konseptual yang 

menunjukkan hubungan antara berbagai teori dan faktor yang dianggap penting. 

 

Kerangka pikir dalam penelitian ini menggambarkan alur bagaimana komunikasi 

krisis Diskominfotik Pemprov Lampung berperan dalam pemulihan reputasi pasca 

isu jalan rusak di Lampung. Krisis dimulai dengan munculnya isu kerusakan jalan 

yang menyebabkan ketidakpuasan publik dan mengarah pada dampak negatif 

terhadap reputasi Pemprov Lampung. Isu ini mempengaruhi persepsi masyarakat 

terhadap kinerja pemerintah, yang mengakibatkan berkurangnya kepercayaan 
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masyarakat. Setelah krisis terjadi, ada kebutuhan mendesak untuk mengelola 

komunikasi krisis. Dalam konteks ini, Diskominfotik Pemprov Lampung harus 

merancang strategi komunikasi yang efektif untuk merespons dan mengatasi 

dampak krisis, serta memulihkan citra yang telah tercemar. Penerapan Situational 

Crisis Communication Theory menjadi dasar utama untuk merumuskan strategi 

komunikasi tersebut, dengan tujuan memulihkan citra pemerintah di mata publik. 

Pada tahap pra-krisis, Diskominfotik seharusnya melakukan pemantauan secara 

rutin terhadap isu-isu yang dapat berkembang menjadi krisis, seperti melalui 

media sosial dan laporan masyarakat. Dengan deteksi dini yang lebih baik, 

pemerintah dapat mengambil langkah preventif untuk menghindari atau 

meminimalkan dampak kerusakan jalan.Begitu krisis terjadi, yaitu isu jalan rusak 

yang meluas, pada tahap krisis, Diskominfotik perlu memberikan respons yang 

cepat dan tepat. Menurut SCCT, respons yang diberikan harus disesuaikan dengan 

penyebab krisis.Jika krisis terjadi karena faktor eksternal, seperti keterbatasan 

anggaran, respons yang bisa diberikan adalah penjelasan bahwa masalah tersebut 

di luar kendali pemerintah.  

Namun, jika krisis disebabkan oleh kelalaian pemerintah, mereka perlu meminta 

maaf (mortification) dan berkomitmen untuk memperbaiki keadaan. Setelah krisis 

mereda, pada tahap pasca-krisis, Diskominfotik harus berfokus pada pemulihan 

reputasi dengan komunikasi yang lebih terbuka dan transparan. Hal ini dapat 

dilakukan dengan menonjolkan upaya positif yang telah dilakukan pemerintah 

(bolstering), serta memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak 

kerusakan jalan (compensation). Dengan mengikuti tahapan pra-krisis, krisis, dan 

pasca-krisis yang dipandu oleh SCCT, Diskominfotik Pemprov Lampung dapat 

memulihkan kepercayaan publik dan memperbaiki reputasi pemerintah setelah 

krisis jalan rusak. seperti yang digambarkan ke dalam bagan berikut: 



13 

 

 

Gambar 3. Kerangka Pemikiran 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian ini menggunakan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai landasan 

perbandingan dan untuk mempermudah pengumpulan data. Riset-riset terdahulu 

dijadikan acuan dan referensi, memberikan panduan bagi peneliti dalam 

melaksanakan penelitian ini. Proses analisis melibatkan evaluasi penelitian 

sebelumnya yang relevan dengan topik ini, termasuk empat jurnal penelitian yang 

dijadikan referensi utama, dengan tujuan mengidentifikasi persamaan, perbedaan, 

dan kontribusi yang mungkin relevan dengan penelitian ini, sebagai berikut: 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

1. Penulis Kenni Cea, Rut Rismanta Silalahi, Ratu Nadya. Programm Studi 

Ilmu Komunikasii Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 

Jaakarta, 2020. 

 Judul 

Penelitian 

Strategi Manajemen Krisis Public Relations Komisi Perlindungan 

Anak Indonedia (KPAI) 

 Tujuan 

Penelitian 

Untuk mengetahui Strategi Manajemen Krisis yang digunakan 

Public Relations Komisi Perlindungan Anak Indonedia (KPAI) dan 

mengetahui hambatan yang dihadapi oleh public relations dalam 

manajemen krisis. 

 Metode 

Penelitian 

dan Teori 

Dalam penelitian ini, digunakan pendekana kualitatif dan metodenya 

studi kasus 

Teori : Situational Crissis Communiication Theory. 

 Hasil 

Penelitian 

Public relations KPAI telah melaksanakan serangkaian tahapan 

penanganan krisis, termasuk penyelenggaraan rapat internal, 

konferensi pers, dan penerbitan siaran pers. Dalam kerangka 

Situational Crisis Communication Theory (SCCT) atau teori 

komunikasi krisis, strategi yang diterapkan adalah mitigasi, di mana 
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tim manajemen krisis berusaha meminimalkan tanggung jawab 

organisasi dengan menyatakan bahwa mereka tidak bermaksud 

menghentikan audisi beasiswa. Ketika krisis terjadi, KPAI 

menghadapinya dengan merilis pidato yang menyampaikan kepada 

masyarakat bahwa mereka tidak berencana untuk menghentikan 

audisi beasiswa dan mendukung audisi bulu tangkis Ramah Anak. 

Jenis krisis yang terjadi adalah accidental (tidak sengaja), dimana 

krisis tersebut muncul karena situasi yang tidak disengaja atau tidak 

dapat dikendalikan oleh organisasi, berasal dari aduan terkait fungsi 

pengawasan perlindungan anak. Public relations KPAI berhasil 

menyesuaikan strategi tanggap krisis dengan jenis krisis yang 

dihadapi, menunjukkan pentingnya mengenali tipe krisis untuk 

menentukan strategi yang tepat. Perencanaan yang baik sebelum 

menerapkan tahapan manajemen krisis sangat penting untuk 

melindungi eksistensi lembaga dan memulihkan citra. Dukungan 

yang diterima dari Dana Anak Lentera dan Dana Konsumen 

Indonesia dalam bentuk pernyataan langsung dan bahkan konferensi 

pers dapat berperan penting dalam membantu lembaga menghadapi 

krisis dan mengomunikasikan tindakan yang diambil untuk 

menyelesaikannya. Ini adalah langkah positif untuk mendukung 

manajemen krisis yang efektif. 

 Kontribusi 

Penelitian 

Penelitian yang mencari persamaan dalam komunikasi krisis 

memang dapat memberikan kontribusi berharga terhadap 

pemahaman kita tentang cara mengelola krisis, terutama dalam 

konteks masalah atau kasus yang dihadapi. Identifikasi persamaan 

dalam komunikasi krisis dapat membantu dalam mengembangkan 

pedoman atau strategi yang lebih umum untuk menghadapi berbagai 

jenis krisis. Hal ini akan menjadi landasan yang kuat untuk 

manajemen krisis yang lebih efektif dan responsif terhadap situasi 

yang berbeda. 

 Perbedaan 

Penelitian 

Perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

mencakup subjek penelitian, metode penelitian, dan teori yang 

diterapkan. Penelitian ini akan difokuskan pada Dinas Komunikasi, 

Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, dengan 

penerapan teori apologia. 

 Persamaan 

Penelitian 

Dalam kajian komunikasi krisis, peneliti merasakan bahwa apa yang 

diteliti mempunyai kesamaan dalam hal komunikasi krisis dan 

metode yang digunakan sama yakni studi kasus. Tenntunya hal ini 

menjadi acuan yang baik bagi peneliti untuk mengkaji dan 

membandingkan seluruh kebijakan yang diterapkan di segala bidang, 

meskipun terdapat perbedaan peristiwa, tempat, dan waktu. 
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2. Penulis Wulan Yulianti, Rino Febrianno Boer. The London School of Public 

Relations,Jakarta, 2020. 

 Judul 

Penelitian 

Manajemen Krisis Public Relations dalam Mengatasi Penolakan 

Imunisasi  Measles Rubella. 

 Tujuan 

Penelitian 

Untuk memahami bagaimana Manajemen krisis Public Relations 

Kementerian Kesehatan mengelola krisis terkait penolakan imunisasi 

Measles Rubella. 

 Metode 

Penelitian 

dan Teori 

Dalam penelitian ini, digunakan metode deskriptif kualitatif.  

Teori : Situational Crisis Communication Theory. 

 Hasil 

Penelitian 

Dalam mengatasi penolakan imunisasi Measles Rubella, penelitian 

ini menemukan bahwa manajemen komunikasi krisis terjadi dalam 

tiga fase. Tahap pertama melibatkan pemantauan atau monitoring 

media, identifikasi juru bicara, dan pertemuan dengan pemangku 

kepentingan. Pada masa krisis, kerja sama dilakukan dengan otoritas 

regional dan Komite Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi. 

Kementerian Kesehatan menerapkan strategi komunikasi krisis 

untuk mengurangi dampak negatif peristiwa tersebut. 

 Kontribusi 

Penelitian 

Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti dan mendukung penyusunan kajian Manajemen Krisis 

Public Relations dalam Mengatasi Penolakan Imunisasi Measles 

Rubella. Hasil penelitiannya bermanfaat dalam proses penyusunan 

kajian ilmiah saat ini, terutama dalam konteks komunikasi krisis. 

 Perbedaan 

Penelitian 

Perbedaa peneliti mencakup subjek penelitian, metode penelitian, 

dan teori yang diterapkan. Penelitian ini akan difokuskan pada Dinas 

Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi 

Lampung, dengan penerapan metode studi kasus dan teori apologia. 

 Persamaan 

Penelitian 

Dalam bidang kajian komunikasi krisis, peneliti mengamati bahwa 

aspek yang diteliti memiliki kesamaan dalam konteks komunikasi 

krisis. Hal ini memberikan landasan yang solid bagi peneliti untuk 

mengevaluasi dan membandingkan berbagai kebijakan yang 

diterapkan di berbagai sektor, meskipun menghadapi perbedaan 

dalam peristiwa, lokasi, dan waktu. 

3. Penulis Rifka Juliana, Sakhyan Asmara, Dewi Kurniawati. Program Studi 

Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara, 2022. 

 Judul 

Penelitian 

Manajemen Komunikasi Krisis Direktorat Jendral Pajak Dalam 

Mengatasi Dampak Negatif Dari Pemberitaan Pajak Pertambahan 

Nilai Barang Kebutuhan Pokok. 

 Tujuan 

Penelitian 

Untuk mengetahui manajemen krisis yang dilakukan oleh Direktorat 

Jendral Pajak dalam mengatasi damoak negatif dari pemberitaan 

pajak pertambahan nilai barang kebutuhan pokok. 
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 Metode 

Penelitian 

dan Teori 

Dalam penelitian ini, digunakan metode deskriptif kualitatif.  

Teori : Situational Crisis Communication Theory. 

 Hasil 

Penelitian 

Departemen Umum Pajak menerapkan manajemen komunikasi 

krisis untuk mengatasi dampak negatif penetapan pajak pertambahan 

nilai terhadap kebutuhan pokok. Penelitian ini menemukan tiga fase 

dalam pendekatan manajemen tersebut, yakni pra krisis, periode 

krisis, dan pasca krisis. Sebelum krisis, deteksi krisis dilakukan 

melalui pemantauan dan analisis kejadian terkini, serta persiapan 

krisis dengan membentuk tim manajemen krisis. Merespons krisis 

melibatkan penyusunan dokumen strategi komunikasi, pertemuan 

pembuat konten dari Departemen Umum Perpajakan, dan 

sebagainya. Pada periode pasca krisis, dilakukan penilaian melalui 

pemantauan berita, analisis ulang komentar media sosial, dan 

mencari berita populer di Google. Strategi komunikasi krisis denial 

dan bolstering diimplementasikan oleh Departemen Jenderal Pajak 

sebagai respons terhadap krisis tersebut. 

 Kontribusi 

Penelitian 

Referensi penelitian sebelumnya menjadi dasar utama dalam 

penyusunan kajian mengenai Manajemen Komunikasi Krisis 

Direktorat Jenderal Pajak dalam menghadapi dampak negatif dari 

pemberitaan pajak pertambahan nilai barang kebutuhan pokok. Hasil 

peneliitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berharga 

dalam proses penyusunan kajian ilmiah para peneliti saat ini, 

terutama dalam konteks komunikasi krisis. 

 Perbedaan 

Penelitian 

Perbedaan peneliti mencakup subjek penelitian, metode penelitian, 

dan teori yang diterapkan. Fokus penelitian ini akan tertuju pada 

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi 

Lampung, dengan menggunakan metode studi kasus dan 

menerapkan teori apologia. 

 Persamaan 

Penelitian 

Dalam penelitian komunikasi krisis, peneliti menyadari bahwa aspek 

komunikasi krisis memiliki kesamaan. Hal ini menjadi landasan 

yang baik untuk membandingkan kebijakan yang diterapkan di 

berbagai bidang, meskipun perbedaan peristiwa, lokasi, dan waktu. 

4. Penulis Aritma Widyastuti, Widiyatmo Ekoputro. Program Studi Magister 

Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2023. 

 Judul 

Penelitian 

Strategi Komuniaksi Krisis Humas Pemkab Nganjuk Dalam 

Pemulihan Citra Pasca Kasus  Korupsi. 

 Tujuan 

Penelitian 

Untuk mengetahui Strategi Komuniaksi Krisis Humas Pemkab 

Nganjuk Dalam Pemulihan Citra Pasca Kasus  Korupsi. 

 Metode 

Penelitian 

dan Teori 

Dalam penelitian ini, digunakan metode deskriptif kualitatif. Teori : 

Restoration Image 
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 Hasil 

Penelitian 

Diskominfo Kabupaten Nganjuk berupaya menjaga citra positifnya 

melalui strategi komunikasi krisis, yang mencakup penyebaran 

informasi mengenai capaian, perkembangan, dan kinerja pemerintah 

pusat dan daerah. Tujuan utamanya adalah agar masyarakat 

Kabupaten Nganjuk dan seluruh Indonesia mengetahui bahwa 

Pemerintah Kabupaten Nganjuk sedang secara terbuka memperbaiki 

permasalahan korupsi masa lalu. Diskominfo menggunakan berbagai 

saluran informasi sosial untuk memberikan pelayanan dan 

memastikan bahwa pemerintahan daerah tetap berfungsi dengan 

baik, serta berkomitmen untuk terus memperbaiki diri seiring 

munculnya permasalahan. 

 Kontribusi 

Penelitian 

Pada penelitian mengenai strategi komunikasi krisis, peneliti merasa 

bahwa apa yang dikaji memiliki kesamaan dalam hal komunikasi 

krisis. Hal ini memberikan kontribusi penting terutama dalam 

konteks penelitian mengenai krisis di dalam suatu organisasi 

pemerintahan. 

 Perbedaan 

Penelitian 

Perbedaan peneliti adalah subjek penelitian, metode, penelitian dan 

an teori yang di gunakan. Peneliti akan melakukan penelitian dengan 

subjek penelitian Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 

Pemerintah Provinsi Lampung. Sedangkan metode yang digunakan 

adalah studi kasus dan teori yang digunakan teori apologia. 

 Persamaan 

Peneliatian 

Dalam penelitian tentang komunikasi krisis, peneliti mengamati 

bahwa aspek yang dikaji memiliki kesamaan dalam konteks 

komunikasi krisis. Hal ini menjadi dasar yang baik bagi peneliti 

untuk mengevaluasi dan membandingkan kebijakan yang diterapkan 

di berbagai bidang, meskipun terdapat perbedaan dalam peristiwa, 

lokasi, dan waktu. 

 

2.2 Situational Crisis Communication Theory (SCCT)  

 

Timothy W. Coombs dan Sherry J. Holiday Pada tahun 1995 mengembangkan teori 

komunikasi krisis situasional (SCCT). Krisis adalah peristiwa negatif, stakeholder 

akan membuat atribusi tentang tanggung jawab krisis, dan atribusi tersebut akan 

mempengaruhi bagaimana Stakeholder berinteraksi dengan organisasi dalam krisis 

(Coombs & Holladay, 2010).  

 

Dalam menangani sebuah krisis dan strategi krisis, teori ini dapat digunakan untuk 

menjelaskan reaksi publik yang bisa dibuat oleh praktisi Public Relations. 
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Purworini, D & Rakhmat (2017) menjelaskan bahwa SCCT dapat membantu 

mencegah reaksi publik terhadap krisis yang dapat mengancam reputasi organisasi. 

Coombs (2010) menyimpulkan bahwa klaster pertanggungjawaban atribusi krisis 

berada pada tingkatan sangat rendah terjadi pada klaster korban. Hal krusial yang 

dapat dipakai dalam teori adalah proses dalam upaya penekanannya dalam 

mengupayakan perlindungan publik dan stakeholders dari kerugian dan kerusakan 

ketimbang menjaga reputasi sebuah organisasi (Kriyantono, 2015).  

 

2.2.1 Situasi Krisis 

Dalam teori situasional krisis komunikasi menjelaskan tiga aspek hal untuk 

mengetahui situasi sesungguhnya dalam sebuah krisis, yaitu penanggung jawab 

krisis, sejarah krisis. Dan reputasi sebuah organisasi. Atas hal tersebut dapat 

dijadikan pedoman dalam penentuan strategi respons yang akan dijalankan untuk 

menangani sebuah krisis. 

1. Penanggung Jawab Krisis Pertama (initial crisis responsibility)  

Tingkat tinggi rendahnya atribusi public terhadap tanggung jawab organisasi 

atau bagaimana kepercayaan publik bahwa krisis terjadi karena perilaku 

organisasi. Tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap krisis pada 

dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok krisis, dimana disebut 

sebagai klaster krisis (crisis-cluster). 

 

2. Sejarah krisis (crisis history)  

Sejarah krisis menjeleskan apakah organisasi mempunyai pengalaman 

mengalami suatu krisis yang sama di masa lalu atau tidak Sejarah krisis 

organisasi penting (Coombs & Holladay, 2010). Sejauh mana organisasi pernah 

mengalami krisis? Apakah itu mengalami jenis krisis khusus ini? Sejarah krisis 

mempengaruhi tanggung jawab yang diberikan kepada organisasi. 

menunjukkan sejarah krisis menambah ancaman reputasi yang ditimbulkan 
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oleh krisis saat ini. Sejarah krisis sebelumnya akan mengarahkan orang untuk 

menyalahkan (tanggung jawab) yang lebih besar kepada organisasi (Coombs & 

Holladay 2010).  

 

3. Reputasi Organisasi Sebelumnya (prior relational reputation)  

Persepsi publik tentang bagaimana perlakuan organisasi terhadap korban 

(publik) pada situasi sebelumnya. Menurut teori SCCT, jika organisasi tidak 

memperlakukan public dengan baik pada beberapa kondisi sebelumnya, dapat 

dikonfirmasi perusahaan/organisasi tersebut mempunyai prior relational 

reputation yang buruk. 

 

Selanjutnya, Coombs juga mengklarifikasikan krisis ke dalam 3 klaster, yakni 

sebagai berikut: 

1) Klaster Korban (victim cluster)  

Organisasi dikategorikan ke dalam klaster korban jika publik meyakini 

bahwa organisasi bukanlah penyebab krisis. Dengan kata lain, organisasi 

dipercaya sebagai korban dari krisis tersebut.  

2) Klaster Kecelakaan Atau Tanpa Kesengajaan (accidental cluster)  

Muncul ketika public memahami bahwa peristiwa yang terjadi bukan 

karena kesengajaan yang dilakukan oleh organisasi. Dalam artian, 

organisasi tidak terdapat unsur kesengajaan yang menyebabkan krisis.  

3) Klaster Kesengajaan (intentional cluster)  

Terjadi jika organisasi diatribusi sebagai pernyebab terjadinya krisis. Ketiga 

klaster di atas dapat disebut sebagai tipe-tipe krisis, yaitu sebuah bingkai 

atau frame yang mengindikasikan bagaimana menginterpretasi situasi krisis. 

Coombs menyimpulkan bahwa atribusi tentang penanggung jawab krisis 

berada pada level sangat rendah terjadi pada klaster korban. 
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2.2.2 Fase Krisis  

Pedekatan fase krisis selain mengetahui tipe krisis yang terjadi, penting bagi 

seorang praktisi Public Relations untuk mengetahui perkembangan krisis yang 

telah terjadi. Hal ini dapat membantu perusahaan memahami perkembangan situasi 

krisis yang tengah dihadapi agar dapat segera diatasi dengan tepat. Dikembangkan 

oleh Coombs (2010), SCCT membahas ketiga fase krisis dengan memakai 

pendekatan tiga tahap yang diperbaharui (terdiri dari fase pra-krisis, krisis, dan 

pasca krisis). Dalam Handbook of Crisis Communication, Coombs menyatakan 

bahwa ada tiga tahap pendekatan atau ―Three-staged Approach‖ dalam 16 

komunikasi krisis, yakni Pre Crisis (sebelum krisis), Crisis Event (saat krisis 

terjadi), dan Post Crisis (setelah krisis).  

1. Pra Krisis  

Pada fase sebelum krisis atau pra krisis, komunikasi krisis berkonsentrasi pada 

menemukan dan mengurangi risiko. Pencegahan krisis merupakan prioritas 

utama agar krisis tidak terjadi. Model ini menggunakan kewaspadaan selama 

tahap pra-krisis untuk membantu pengambilan keputusan dan pencegahan 

krisis. Wan dan Pfau (2004) merekomendasikan penggunaan pesan pra-krisis 

untuk menyuntik pemangku kepentingan tentang krisis. Menggunakan analogi 

biologis, pesan pra-krisis memberikan informasi kepada pemangku 

kepentingan tentang potensi krisis untuk membantu membangun perlawanan 

terhadap reaksi negatif. Dalam menjalankan tahap pra krisis, perlu dilakukan 3 

hal yakni signal detection, prevention dam preparation. 

a. Signal Detection, adalah serangkaian cara yang dilakukan organisasi untuk 

mengidentifikasi tanda-tanda peringatan dan mengambil cara-cara 

pencegahan (Coombs, 2010). 

b. Prevention, merupakan salah satu bentuk manajemen yang proaktif, yang 

bertujuan untuk mengurangi ancaman-ancaman yang memungkinkan 

terjadi dalam krisis.  
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c. Preparation, terdapat 3 hal yang perlu dilakukan dalam 17 mengelola krisis 

yaitu, Crisis Management Team (CMT) seseorang yang memiliki tanggung 

jawab terhadap krisis, selajutnya Spokeperson, merupakan seseorang yang 

mewakili suara dari organisasi. Dan juga Crisis Management Plan.  

d. Pada fase sebelum krisis atau pra krisis, komunikasi krisis berkonsentrasi 

pada menemukan dan mengurangi risiko. Pencegahan krisis merupakan 

prioritas utama agar krisis tidak terjadi. Model ini menggunakan 

kewaspadaan selama tahap pra- krisis untuk membantu pengambilan 

keputusan dan pencegahan krisis. Wan dan Pfau (2004) merekomendasikan 

penggunaan pesan pra-krisis untuk menyuntik pemangku kepentingan 

tentang krisis. Menggunakan analogi biologis, pesan pra-krisis memberikan 

informasi kepada pemangku kepentingan tentang potensi krisis untuk 

membantu membangun perlawanan terhadap reaksi negatif.  

 

2. Krisis  

Fase respon krisis adalah aspek yang paling banyak diteliti dari komunikasi 

krisis. Alasannya adalah bagaimana dan apa yang organisasi komunikasikan 

selama krisis terjadi dan memiliki dampak signifikan pada organisasi. 

Ketidakakuratan dapat merugikan organisasi dalam krisis dan pemangku 

kepentingannya. Yang pertama adalah consistency adalah cara lain untuk 

membangun kredibilitas. Inkonsistensi menciptakan kebingungan 18 dan 

membuat manajer krisis tampak tidak kompeten. Konsistensi sering disebut 

berbicara dengan satu suara. Namun, orang sering bingung antara berbicara 

dengan satu suara dengan hanya memiliki satu juru bicara selama krisis 

(Coombs, 2010). Sebagian besar organisasi menggunakan banyak juru bicara 

selama krisis. Juru bicara yang berbeda mungkin diperlukan untuk mencakup 

berbagai bidang keahlian, atau krisis dapat berlangsung selama beberapa hari 

sehingga tidak mungkin satu orang menjadi satu-satunya suara untuk organisasi. 

Juru bicara harus terus diberi informasi tentang informasi yang sama untuk 
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membantu memastikan konsistensi (Coombs, 2010). Yang kedua Responding 

quickly dimana organisasi melakukan respon pada ―part time of crisis‖ dengan 

menceritakan dari sisi organisasi dimana menempatkan posisi sebagai sumber 

informasi yang akurat terkait dengan krisis yang terjadi. Dan yang terakhir 

Openness, berarti memberikan infromasi yang dibutuhkan oleh media dan 

stakeholders dengan berbagai pertimbangan.  

 

3. Pasca Krisis 

Komunikasi pasca krisis mencakup periode waktu setelah krisis dianggap dapat 

diselesaikan. Fokus pada pengelolaan krisis sudah berakhir, namun pengelolaan 

dampak krisis terus berlanjut. Mengingat bahwa hal itu bisa sulit untuk 

menemukan dengan tepat kapan sebuah krisis berakhir, komunikasi pascakrisis 

sebagian besar merupakan perpanjangan dari komunikasi respons krisis. Pasca 

19 krisis mempertimbangkan tindakan setelah operasi kembali normal dan 

termasuk memberikan informasi tindak lanjut kepada pemangku kepentingan, 

bekerja sama dengan investigasi, dan belajar dari peristiwa krisis (Coombs 

2007).  

 

Pendekatan tiga tahap pada strategi komunikasi krisis milik Coombs dipilih 

peneliti dalam penelitian ini karena dapat menggolongkan pendekatan bertahap 

lainnya yang digunakan dalam penanganan krisis. Pendekatan tiga tahap ini 

dari Coombs ini cukup umum untuk menganalis penanganan krisis dalam 

mengakomodasi model komunikasi krisis yang dijabarkan dalam penelitian ini. 

Tabel 2. Fase Krisis 

Fase Krisis Manajemen Krisis Komunikasi Krisis 

Pra krisis Signal detection, 

prevention, Preparation 

Membina ilmu tentang krisis 

(pembahasan internal), menyamakan 

pandangan kepada anggota organisasi 

Krisis Memahami 

kejadian-kejadian pemicu 

dari response, damage 

Memengaruhi persepsi public 

mengenai krisis, persepsi instantsi 

mengenai segala upaya dalam 
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containment mengelola krisis (initial response dan 

corrective & reaction) 

Pasca Krisis Recovery learning, 

mengikuti perkembangan 

informasi, kerja sama 

untuk investigasi, 

berusaha kembali normal 

Merestorasi reputasi dan 

mengembalikan reputasi yang mulai 

hilang akibat krisis (evaluation) 

     Sumber : (Coombs 2007) 

 

2.2.3 Strategi Respon Krisis 

Elemen terakhir dari SCCT yaitu startegi respon krisis untuk organisasai. Seperti 

yang dijelaskan oleh littelejhon (2017) bahwa strategi komunikasi krisis meliputi 

tiga strategi primer dan satu sekunder, yaitu Deny, Diminish, and Rebuild (Primer) 

dan Reinforcing (sekunder) 

a) Deny Strategy 

Strategi ini mencerminkan upaya organisasi untuk menolak tanggung jawab atas 

krisis atau malah menyalahkan pihak lain yang dianggap bertanggung jawab. 

 

b) Diminish Strategy  

Strategi ini bertujuan untuk mengurangi persepsi mengenai tanggung jawab 

organisasi terhadap krisis atau meminimalkan keseriusan krisis itu sendiri. 

Terdapat tiga pendekatan dalam strategi ini, yaitu dengan memberikan alasan 

(excuse), menolak kehendak (deny volition), atau memberikan penjelasan 

(justification). 

 

c) Rebuild Strategy   

Strategi ini sangat akomodatif dan bertujuan untuk memperbaiki citra organisasi 

dengan cara memberikan kompensasi atau meminta maaf atas krisis yang terjadi. 

 

d) Reinforcing Strategy  
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Strategi ini digunakan dengan memberikan informasi positif tambahan tentang 

organisasi, seperti mengucapkan terima kasih dan memuji upaya yang dilakukan 

oleh para stakeholder (ingratiation) atau mengingatkan mereka tentang kebaikan 

yang telah dilakukan organisasi sebelum krisis terjadi (bolstering). 

Tabel 2.3 Strategi Respon Krisis berdasarkan SCCT 

Jenis 

Strategi 
Respon Krisis 

Denial Serang si penuduh; hadapi pihak-pihak yang menuduh dan penyebar berita 

palsu tentang organisasi.  

Penyangkalan; menyangkal tanggung jawab atas krisis. 

Mengkambinghitamkan; menyalahkan pihak lain atas krisis 

Diminish Beralasan; meminimalkan tanggung jawab organisasi dengan menyangkal 

niat untuk membahayakan atau menyangkal kemampuan untuk 

mengendalikan situasi  

Justifikasi; mengkonfirmasi untuk meminimalkan persepsi kerusakan yang 

ditimbulkan oleh krisis. 

 

Rebuild Kompensasi; memberikan bantuan, barang-barang material atau uang 

kepada korban. 

Permintaan maaf; meminta maaf di depan publik sebagai tanggung jawab 

atas krisis. 

 

Bolstering Mengingatkan; mengingatkan publik tentang kinerja baik yang dilakukan 

organisasi di masa lalu. 

Menyanjung; memuji publik karena telah membantu selama krisis. 

Victimage; menyatakan bahwa organisasi juga menjadi korban dalam 

krisis. 

 

2.3 Komunikasi Krisis & Manajemen Krisis 

 

Krisis berasal dari kata Yunani yang berarti ―membuat keputusan,‖ dan ketika krisis 

terjadi, organisasi harus membuat keputusan penting untuk mengatasi konsekuensi 

negatif yang signifikan. Fearn-Banks (1996) menjelaskan bahwa krisis adalah 

peristiwa besar dengan potensi konsekuensi negatif yang dapat mempengaruhi 

berbagai aspek termasuk organisasi, produk, layanan, reputasi dan masyarakat 
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secara keseluruhan. Lebih lanjut, Krisis menurut definisi Seeger, Sellnow, dan 

Ulmer (1998) mengacu pada ketika terjadi suatu peristiwa atau serangkaian 

peristiwa yang bersifat khusus, tidak terduga, dan berbeda dari rutinitas, yang 

berasal dari aktivitas organisasi dan menciptakan tingkat ketidakpastian serta 

dianggap sebagai ancaman tingkat tinggi atau sebagai ancaman terhadap tujuan 

dasar organisasi. 

 

Krisis adalah sesuatu yang negatif yang berusaha dihindari oleh semua  organisasi, 

termasuk  organisasi pemerintah. Krisis juga disebut peristiwa mendadak tidak 

diharapkan oleh organisasi pemerintah akan terjadi. Meskipun krisis bukan sekedar 

bencana, krisis juga dianggap sebagai kesempatan bagi organisasi pemerintah 

untuk memperkuat reputasinya. Krisis memiliki sifat yang seringkali datang 

sebagai kejutan dan tidak terduga. Suatu krisis dapat diprediksi, namun kapan 

terjadinya tidak dapat ditentukan. Krisis seringkali timbul sebagai akibat dari 

berbagai peristiwa kecil yang akhirnya terakumulasi. Peristiwa-peristiwa kecil ini, 

jika diabaikan, dapat berujung pada munculnya krisis yang tiba-tiba. 

 

Untuk itu krisis dalam sebuah organisasi pemerintahan  harus dikelola sebaik 

mungkin dan dibutuhkan strategi untuk mencegah dan merespon krisis agar 

reputasi pemerintahan tidak terganggu. Maka dari itu dibutuhkan manajamen krisis 

untuk mempertahankan atau memperbaiki reputasi perusahaan. Jika perusahaan 

dapat mendeteksi krisis sejak dini, maka krisis dapat dicegah dan kerusakan yang 

melanda perusahaan tidak akan parah. 

 

Komunikasi merupakan hal terpenting dan memegang peranan di dalam 

manajemen krisis, penyelesaian krisis dan penanggulangan atau dalam situasi krisis. 

Itulah sebabnya komunikasi pada saat krisis mendapat perhatian paling besar dari 

para aktor, dan  para ahli mempelajarinya untuk melihat bagaimana dan 

pemerintahan seperti apa yang berkomunikasi pada saat krisis. Tjuannya untuk 
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melihat tindakan pada pemerintah dalam mengurangi dampak negatif  krisis 

dengan tetap jaga reputasi pemerintah. Batasan komunikasi sering kali mencakup 

usaha dan proses komunikator dalam menyampaikan pesan.  

Namun, dalam situasi krisis terjadi bentuk komunikasi yang disebut  krisis 

komunikasi , yang sangat berbeda dan harus dibedakan dengan istilah ―komunikasi 

krisis ‖.Krisis komunikasi adalah suatu situasi krisis atau permasalahan yang 

timbul dalam suatu pemerintahan atau organisasi dan disebabkan oleh unsur 

komunikasi itu sendiri seperti yang dijelaskan oleh Zainal Abidin Partao 

(2005).Dalam konteks ini krisis dapat dipicu oleh pemerintah sebagai pengirim 

pesan komunikasi atau faktor lain seperti media massa, ataupun unsur komunikasi 

lainnya. Sebagai contoh ,krisis yang timbul dari pemberitaan negatif, yang 

kemudian berdampak pada citra atau reputasi pemerintah. 

Berbeda dengan komunikasi krisis, komunikasi krisis adalah proses komunikasi 

yang bertujuan untuk menjelaskan krisis yang disebabkan oleh berbagai faktor 

seperti masalah teknis, bencana alam, kesalahan manusia atau politik, masalah 

komunikasi.Misalnya, komunikasi krisis digunakan sebagai alat untuk mengolah, 

mengumpulkan, dan menyebarkan informasi agar masyarakat memahami upaya 

mitigasi dan dampak krisis. Dengan mempertim bangkan keterbatasan ini, Coombs 

dan Holladay (2010) menekankan bahwa komunikasi krisis adalah upaya  

mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi untuk mengatasi suatu 

krisis. Saiful Aziz dan Moddie Alvianto Wicaksono (2020) menjelaskan  

komunikasi krisis mencakup dialog antara pemerintah dan masyarakat sebelum, 

ketika, dan setelah krisis terjadi. 

 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kita dapat memahami bahwa komunikasi 

krisis adalah suatu proses komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah, terutama 

melalui departemen Humas, untuk merespons dan mengatasi krisis dengan tujuan 

memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cara menghadapi situasi krisis. 
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Komunikasi krisis yang efektif dan efisien dari pemerintah bertujuan untuk 

menghilangkan atau setidaknya mengurangi krisis komunikasi yang mungkin 

muncul di dalam pemerintahan. Dengan demikian, upaya komunikasi krisis sebagai 

bagian dari manajemen krisis juga dapat berdampak positif pada kondisi sosial atau 

masyarakat, meningkatkan reputasi dan citra pemerintah di mata publik. 

 

2.4 Media Relations 

Wardhani (2008) menjelaskan bahwa media relation atau hubungan media adalah 

suatu aktivitas komunikasi humas yang bertujuan untuk membangun hubungan 

yang baik dengan media massa guna mencapai tujuan organisasi. Hal serupa juga 

disampaikan oleh Ruslan dalam Nova (2011), yang menyatakan bahwa media 

relation merupakan kegiatan penyampaian pesan tentang aktivitas yang perlu 

dipublikasikan melalui kerjasama dengan media massa untuk menciptakan 

publisitas dan citra positif di mata masyarakat. 

Namun demikian, media relation tidak hanya diperlukan saat organisasi 

menghadapi krisis, melainkan harus dibangun secara berkelanjutan meskipun 

dalam kondisi normal. Untuk menjalin hubungan baik dengan media massa, 

humas perlu menerapkan berbagai metode pendekatan. Abdullah dalam Nova 

(2011) mengidentifikasi tujuh bentuk media relation yang dapat dilakukan, antara 

lain penyebaran siaran pers, konferensi pers, kunjungan pers, resepsi pers, 

peliputan kegiatan, media release, dan wawancara pers. 

Saat krisis terjadi, cara-cara yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan 

media meliputi: memberikan akses informasi secara terbuka; membuka peluang 

bagi wartawan untuk berkomunikasi langsung dengan manajemen puncak; 

menyampaikan informasi secara jujur, cepat, dan konsisten; menyiapkan jawaban 

untuk pertanyaan yang mungkin muncul dari media; memberikan perhatian lebih 

kepada media; serta memantau berita yang muncul di media (Kriyantono, 2012: 
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205). Selain itu, Coombs dalam Prastya (2018) menyarankan tiga prinsip dalam 

memberikan informasi selama krisis, yaitu (1) segera, (2) terbuka, dan (3) 

konsisten. Nova (2011) juga menekankan bahwa aktivitas media relation tidak 

hanya dilakukan sebelum dan selama krisis, tetapi juga harus berlanjut setelah 

krisis berakhir. Beberapa langkah yang perlu diambil dalam membangun media 

relation pasca-krisis antara lain mengumumkan berakhirnya krisis, memastikan 

kelanjutan aktivitas media relation yang telah dilaksanakan selama krisis, 

melakukan tindakan positif, serta berkoordinasi dengan tim krisis. 

 

 



 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Tipe Penelitian 

 

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus deskriptif dalam 

penelitiannya, yaitu penelitian yang menjelaskan suatu peristiwa yang sedang 

terjadi sekarang tanpa merumuskan hipotesis atau membuat kemungkingan, dan 

tidak mencari atau mendeskripsikan hubungan. Pendekatan kualitatif adalah suatu 

mekanisme penelitian yang mengandaikan pokok bahasan suatu ilmu sosial sangat 

berbeda dengan pokok bahasan ilmu fisika/alam dan memerlukan penggunaan 

berbagai metodologi dan tujuan penyelidikan (Moleong, 2017). Ini berfungsi 

secara induktif dengan nilai-nilai yang subyektif, mencakup semua, dan 

berorientasi pada proses. Dengan demikian, dalam pandangannya, metode 

kualitatif berusaha untuk memperdalam pemahaman mendalam tentang suatu objek 

yang diselidiki dan menjelaskan fenomena sosial melalui perspektif holistik 

(Moleong, 2017).  

 

Penelitian kualitatif menjadikan dunia diubah menjadi representasi, catatan 

lapangan, wawancara, gambar, dan rekaman melalui penelitian kualitatif. Pada 

level ini, penelitian kualitatif mengadopsi strategi interpretatif (Denzin & Lincoln, 

2005) dalam Kusuma (2019) menjadikannya sebagai teknik yang bertujuan untuk 

memahami dan mengartikulasikan fenomena makna personal. Asumsi, opini, 

penerapan 41 teori yang potensial, dan studi penelitian sebelumnya pada orang atau 

kelompok tertentu menjadi dasar penelitian kualitatif.. Penelitian kualitatif juga 

dapat diartikan sebagai jenis penelitian yang hasilnya tidak diperoleh melalui 
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prosedur statistik atau bentuk angka secara kuantitatif lainnya, penelitian kualitatif 

merupakan jenis penelitian yang deskriptif, yang secara umum dikumpulkan 

dengan pandangan interpretatif (Kriyantono, 2020).  

 

Alasan mengapa peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah, karena 

peneliti menginginkan informasi dalam bentuk deskriptif di mana peneliti akan 

berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena masalah yang ada, 

karena peneliti memiliki definisi yang jelas mengenai subjek atau objek 

penelitiannya. 

 

3.2 Metode Penelitian  

 

Peneliti menggunakan metode studi kasus, yang menurut Robert K. Yin memiliki 

beberapa kunci penerapan seperti pengamatan intensif, penggunaan beragam 

sumber, peningkatan pemahaman terhadap suatu kejadian, dan pengumpulan 

informasi yang detail dari berbagai dimensi kasus. Studi kasus digunakan ketika 

ingin mempelajari peristiwa tertentu yang tidak dapat dimanipulasi perilakunya. Ini 

mencakup pemahaman tentang masa kini tanpa mengabaikan masa lalu. Yin 

menyoroti kelebihan studi kasus karena memungkinkan peneliti untuk mendekati 

subjek penelitian secara langsung. 

 

Metode ini cocok digunakan jika tujuan penelitian adalah untuk pengembangan 

teori atau analisis generalisasi. Studi kasus memberikan penjelasan menyeluruh 

tentang berbagai aspek individu, kelompok, organisasi, program, atau situasi sosial 

yang diteliti dengan mendalam. Langkah awal dalam menggunakan studi kasus 

adalah mengidentifikasi masalah dan pertanyaan penelitian serta mengonsep alasan 

penggunaan metode ini dalam konteks penelitian. 

 

Dalam penelitian studi kasus, Yin (2011) mengklasifikasikan penelitian studi kasus 

menjadi dua jenis, yakni dengan menggunakan kasus tunggal dan jamak. Selain itu, 
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Yin juga membaginya berdasarkan jumlah unit analisis, yaitu penelitian studi kasus 

holistik yang menggunakan satu unit analisis dan penelitian studi kasus terpancang 

yang menggunakan beberapa atau banyak unit analisis. Penelitian studi kasus 

terpancang terikat pada unit-unit analisis yang telah ditentukan, sementara 

penelitian studi kasus holistik lebih bebas dan fokus pada kasus yang diteliti tanpa 

terikat pada unit analisis yang terpisah. 

 

Dalam penelitian studi kasus tunggal holistik, fokus utama penelitian adalah satu 

kasus. Yin (2011) menjelaskan lima alasan untuk menggunakan satu kasus dalam 

penelitian studi kasus: 

1. Kasus yang dipilih dapat berfungsi sebagai bukti yang kuat untuk mendukung 

teori yang telah dikembangkan secara baik. Teori tersebut memiliki proposisi 

yang jelas yang sesuai dengan kasus tunggal yang dipilih, sehingga dapat 

digunakan untuk menguji kebenarannya. 

2. Kasus yang dipilih mungkin merupakan kasus yang ekstrem atau unik, bisa 

berupa situasi, kejadian, program, atau kegiatan yang jarang terjadi, atau 

bahkan unik di dunia, sehingga pantas untuk diteliti sebagai kasus. 

3. Kasus yang dipilih mungkin juga menjadi kasus yang mewakili atau menjadi 

contoh dari kasus-kasus serupa lainnya. Meskipun banyak kasus serupa, 

penelitian mungkin hanya dilakukan pada satu kasus yang dianggap mewakili. 

4. Kasus dipilih karena peneliti memiliki kesempatan khusus untuk 

mempelajarinya. Kesempatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan 

akses untuk melakukan penelitian pada kasus tersebut, dan tanpa kesempatan 

tersebut, peneliti mungkin tidak akan dapat mengakses kasus tersebut. 

 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya tentang studi kasus, peneliti memutuskan 

untuk menggunakan metode studi kasus tunggal holistik untuk menginvestigasi 

masalah yang telah diuraikan sebelumnya. Pilihan ini didasarkan pada fakta bahwa 

penelitian studi kasus bertujuan untuk menggambarkan kehidupan dan tindakan 
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manusia secara spesifik dalam konteks tertentu, dengan fokus pada satu kasus 

tunggal. Dalam hal ini, penelitian akan difokuskan pada komunikasi krisis Dinas 

Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung dalam 

pemulihan reputasi pasca isu Jalan Rusak. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci dan 

komprehensif, memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian observasional. 

Oleh karena itu, penulis menetapkan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 

Provinsi Lampung sebagai lokasi penelitian, yang terletak di Jl. Woltter 

Mongiinsidi. 69, Talang, Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung. Fokus 

penelitian difokuskan pada komunikasi publik dan informasii publik. Alasan 

pemilihan lokasi penelitiian ini karena pengelolaan isu merupakan bagian dari misi 

dan fungsi sektor informasi publik, dan pembuatan strategi komunikasi merupakan 

misi pelayanan dan fungsi sektor media publik. 

 

3.4 Penentuan Informan  

Menurut Sugiyono (2018), dalam penelitian kualitatif, sumber informasi atau 

informan adalah individu yang terkait langsung dengan masalah penelitian dan 

dapat memberikan informasi yang relevan sesuai dengan situasi dan konteks 

penelitian. Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan dengan 

menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu metode pemilihan sampel yang 

didasarkan pada pertimbangan dan tujuan tertentu. Pendekatan ini melibatkan 

pemilihan individu yang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam 

mengenai topik yang diinginkan. 

Informan utama yang terlibat dalam penelitian ini adalah tim Diskominfotik 
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Pemprov Lampung, yang memiliki kriteria sebagai berikut: 

1) Zainal Mutaqim, S.IP., M.M. sebagai Kabid Pengelolaan dan Layanan 

Informasi Publik, yang memiliki pemahaman mendalam terkait pengelolaan 

informasi publik dan respons terhadap krisis. 

2) Budi Setiawan, S.Kom., M.M.sebagai Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik, 

yang memiliki wawasan tentang strategi komunikasi publik yang diterapkan 

dalam menangani krisis. 

3) Dandi Nursetia, SST.sebagai Pranata Hubungan Masyarakat Muda, yang 

terlibat langsung dalam kegiatan komunikasi dengan media dan masyarakat 

dalam konteks krisis. 

4) Sierta Putri Nurika, S.Ikom.sebagai Spesialis Media Sosial, yang berperan 

dalam mengelola komunikasi di platform media sosial untuk merespons isu 

jalan rusak. 

Sedangkan informan pendukung yang terlibat dalam penelitian ini adalah 

masyarakat Lampung yang terdampak oleh isu jalan rusak dan dapat memberikan 

pandangan terkait respons komunikasi yang dilakukan oleh Diskominfotik. 

Kriteria informan pendukung adalah: 

1) Yahudza Rasyid, seorang anggota masyarakat Lampung yang merasakan 

dampak langsung dari kerusakan jalan di daerah tersebut dan mengikuti 

perkembangan informasi yang disampaikan oleh Diskominfotik. 

2) Anistia Putri, seorang individu yang memiliki pengetahuan terkait dampak 

kerusakan jalan di daerah tersebut. 

Pemilihan informan utama dan pendukung ini didasarkan pada pertimbangan 

bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan untuk 

memberikan informasi yang mendalam mengenai komunikasi krisis yang 

diterapkan oleh Diskominfotik serta dampaknya terhadap masyarakat Lampung. 
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Tabel 3. Informan Peneliti 

Kode Informan Nama Jabatan / Status 

ZM Zainal Mutaqim, S.IP, M.M.  Kabid Pengelolaan dan Layanan 

Informasi Publik 

BS Budi Setiawan. S.Kom.MM  Kabid Pengelolaan Komunikasi 

Publik, 

DN Dandi Nursetia,SST.  Pranata Hubungan Masyarakat 

Muda 

SP Sierta Putri Nurika.S,Ikom  Spesialis Media Sosia 

YZ Yahudza Rasyid Masyarakat Lampung 

AP Anistia Putri Masyarakat Lampung 

 

3.5 Sumber Data 

Data merupakan salaah satu komponenn pentiing dalam melakukan suatu 

penelitian. Tanpa adanya data yang mendukung, maka penelitian dapat dikatakan 

kurang valid,karena hanya berisikan argumentasi tanpa adanya data penunjang 

dalam melakukan suatu penelitian. Data yang didapatkan itu kemudian diolah dan 

akan dikaji dalam pembahasan yang akan dilakukan oleh peneliti. Data yang 

digunakan bisa berupa gambar,deskripsi ataupun penjabaran. 

 

Sumber yang akan digunakan oleh peneliti dalam meneliti obyek kajiannya yakni 

menggunakan sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Data ini relevan 

dan membantu peneliti, untuk mengumpulkan berbagai bahan dan data sehingga 

mampu mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. 

1. Data Primer 

Sugiyono (2018) menjelaskan bahwaa data priimer meruujuk pada sumber data 

yangg diperoleh secara langsung oleh peneliti darii lokasi objek penelitian. 

Dalam kerangka penelitian ini, data primer terkait komunikasi krisis Dinas 

Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung dalam 

pemulihan reputasi pasca kasus Jalan Rusak. Data primer ini diperoleh melalui 
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wawancara mendalam dan observasi, melibatkan Kepala Tim Strategi 

Komunikasi Krisis di bidang Komunikasi Publik, Kepala Seksi Pengelolaan 

Opini dan Aspirasi Publik di bidang Informasi Publik, dan Tim khusus media 

sosial serta masyarakat setempat. Wawancara diilakukan secara langsungg 

(tatap muka) atau melalui mediaa seperti obrolan, telepon, atau platform video 

seperti Zoom. 

 

2. Data Sekunder 

Sugiyono (2018) menjelaskann bahwa data sekunder adallah informasi yang 

tidak diperoleh langsung oleh peneliti, namun dapat diakses melalui arsip dan 

dokumen seperti buku, jurnal, skripsi, serta penelitian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian saat ini. Dalam kerangka penelitian ini, data sekunder 

diperoleh melalui studi pustaka untuk mengumpulkan informasi pendukung. 

Peneliti mengambil data dari pemberitaan media cetak dan online, seperti 

artikel dan situs web, yang terkait dengan isu jalan rusak di Lampung. Studii 

dokumentasi juga melibatkan penggunaan foto dan arsiip-arsiip dari Dinas 

Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, 

mencakup kegiatan-kegiatan terkait penanganan isu jalan rusak di Lampung. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Beberapa teknik pengumpulan data yangg akan dilakukan oleh peneliti mencakup: 

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview) 

Wawanncara mendalam (in-depth interview) merupakan prosses pengumpulan 

informasii dalam penelitian melalui dialog langsung antara pewawancara dan 

informan. Dalam penelitian iini, peneliti melakukan wawancara dengan key 

informan adalah Zainal Mutaqim, S.IP, M.M. selaku Kabid Pengelolaan dan 

Layanan Informasi Publik, Budi Setiawan. S.Kom.MM selaku Kabid 
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Pengelolaan Komunikasi Publik, Dandi Nursetia,SST. selaku Pranata 

Hubungan Masyarakat Muda, dan informan ialah Sierta Putri Nurika.S,Ikom 

selaku Spesialis Media Sosial Proses wawancara bertujuan untuk menggali 

informasi terkait komunikasi krisis Dinas Komunikasi, Informatika, dan 

Statistik Pemerintah Provinsi Lampung dalam pemulihan reputasi pasca kasus 

Jalan Rusak. 

 

2. Observasi   

Observasi sebagai teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengamati 

secara langsungg situasi di tempat kejadian untuk mendapatkan informasi 

tentang permasalahan yang diteliti. Yin (2013) menyatakan bahwa observasi, 

bersama dengan wawancara, merupakaan duaa sumber bukti utama dalam 

penelitian studi kasus. Data observasi diambil langsung dari sumber primer, dan 

bukti dari observasi memberikan tambahan informasi yang berharga tentang 

kasus yang sedang di teliiti. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan 

observasi langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Diskominfotik 

Provinsi Lampung untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan isu jalan 

rusak di Lampung. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, 

yaitu Diskominfotik Provinsi Lampung. 

 

3. Studi Dokumen 

Dalam metode penelitian sosial, studii dokumen merupakan salah satu tekniik 

pengumpulan dataa yang dimanfaatkan, sebagaimana dijelaskan oleh Bungin 

(2005). Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai 

dokumen, termasuk artikel, hasil pemantauan media (media cetak), dan 

informasi dari media sosial. Peneliti juga menghimpun gambar dan arsip-arsip 

dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi 

Lampung, berupa dokumentasi kegiatanN dinas selama menangani isu jalan 

rusak di Lampung. 
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4. Studi Pustaka  

Ruslan (2005) menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan dilakukan dengan 

mengumpulkan data atau informasi penelitian dengan membaca jurnal ilmiah, 

merujuk pada buku yang relevan, dan menggunakan publikasIi yangg tersedia 

di perpustakaan. Dalam penelitian inii, peneliti menggunakan karya-karya yang 

berkaitan dengan masalah yang diangkat, terutama yang terkait dengan 

komunikasi krisis dan strategi menjaga reputasi organisasi pemerintah. Selain 

itu, data juga diambil dari pemberitaan media cetak maupun onlinee, seperti 

artikel dan situs web yang berkaitan dengan penelitian mengenai komunikasi 

krisis Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi 

Lampung dalam pemulihan reputasi pasca kasus Jalan Rusak. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan melalui tahap berlanjut dari pengelolaan 

data untuk memahami cara pengolahan data tersebut. Metode analisis yang 

diterapkan adalah analisis deskriptif. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan 

untuk mendeskripsikan data yang ada, sehingga memperoleh gambaran faktual dari 

responden. Proses deskripsi data dilakukan dengan menyusun dan menggabungkan 

data sehingga memberikan pandangan atau gambaran yang realistis terhadap 

responden. Penelitian ini mengadopsi model analisis data kualitatif Miles and 

Huberman yang mencakup tiga unsur utama. 

1. Reduksi Data   

Reduksi data merupakan langkah untuk merangkum, menyaring elemen kunci, 

memfokuskan perhatian pada faktor penting, mencari tema dan pola, serta 

menghilangkan yang tidak relevan. Dalam konteks penelitian ini, proses 

reduksi data akan terjadi setelah data mengenai komunikasi krisis yang 

diterapkan oleh Dinas Statistik, Informasi, dan Komunikasi Provinsi Lampung 
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terkumpul. Langkah-langkah yang diambil peneliti melibatkan pemilihan data 

yang esensial dan penyederhanaan. Reduksi data ini mencakup seleksi pada 

data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumen, dilakukan secara 

berkesinambungan sejak pengumpulan data, menjadi bagian integral dari 

proses analisis data. 

2. Penyajian Data   

Data akan disajikan melalui uraian singkat, grafik, dan hubungan antar kategori. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk teks 

deskriptif. Tujuannya adalah memahami peristiwa yang terjadi dan 

merencanakan langkah-langkah berikutnya berdasarkan pemahaman tersebut. 

Penyajian data ini mengambil bentuk deskripsi naratif dan sejalan dengan 

format data yang dikumpulkan selama observasi, wawancara mendalam, dan 

kajian dokumen. Proses penyajian data ini merupakan hasil dari 

langkah-langkah sebelumnya untuk menjadikan data lebih terstruktur dan 

sistematis. 

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)  

Proses menarik kesimpulan melibatkan interpretasi dan evaluasi hasil 

penelitian. Ini melibatkan pencarian makna dalam data dan memberikan 

penjelasan yang dibutuhkan. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat 

berubah jika ada bukti kuat dari tahap pengumpulan data berikutnya. 

Kesimpulan ditarik setelah verifikasi melalui pembahasan hasil penelitian. 

 

3.8 Keabsahan Data 

Moleong (2007) menjelaskan bahwa pemeriksaan keabsahan data tidak hanya 

berfungsi untuk membantah kritik terhadap penelitian kualitatif yang dianggap 

kurang ilmiah, namun penelitian ini tetap merupakan bagian penting dari 

keseluruhan pengetahuan tentang penelitian kualitatif. Keabsahan data diperiksa 

untuk membuktikan apakah penelitian tersebut benar-benar memiliki ciri ilmiah, 
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sekaligus memverifikasi data yang diperoleh. Sugiyono (2007) menyatakan bahwa 

pengujian keabsahan data mencakup credibility, transferability, dependability, dan 

confirmability. Triangulasi, konsep yang sering digunakan dalam penelitian 

kualitatif, Triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk memvalidasi data 

dengan memeriksa keabsahan informasi berdasarkan sumber-sumber yang 

bervariasi, termasuk data primer dari wawancara dan observasi serta data sekunder 

dari jurnal, buku, dokumen, dan skripsi. Dengan menggabungkan informasi dari 

berbagai sumber, triangulasi membantu memastikan kredibilitas dan keandalan 

data dalam penelitian (Sutopo,2002).  

Dijelaskan oleh Phatton (1984) dengan empat jenis teknik, yaitu (1) triangulasii 

data, (2) triangulasi penyidiik, (3) triangulasi metodologii, dan (4) triangulasi 

teoritis ). Dalam menilai keabsahan data pada penelitian mengenai penanganan isu 

jalan rusak oleh Diskominfotik Pemerintah Provinsi Lampung, digunakan 

triangulasi sumber data. Pendekatan ini melibatkan berbagai metode dan sumber 

pengumpulan data yang berbeda, seperti wawancara, observasii partisipan, 

dokumen tertulis, dokumen arsip, dokumen sejarahh, dokumen resmi, catatan atau 

tuliisan pribadi, serta foto. Proses ini memungkinkan eksplorasi mendalam 

terhadap kebenaran informasi melalui perspektif yang beragam, meningkatkan 

keandalan dan validitas dataa yang di dapat 

Setiap metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif menghasilkan data yang 

beragam, memberikan wawasan yang berbeda terhadap fenomena yang diteliti. 

Perbedaan pandangan ini membuka ruang untuk membangun pengetahuan yang 

kaya dan memungkinkan pencapaian kebenaran yang dapat diandalkan. 

Pendekatan ini mendorong peneliti untuk memanfaatkan berbagai sumber data 

yang tersedia selama proses pengumpulan data. Triangulasi sumber data 

melibatkan penggunaan beberapa sumber data, seperti informan dari berbagai 

kelompok atau tingkatan, mengaitkan status atau peran mereka dengan konteks 
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tertentu (Sutopo, 2002).  



 

 

V. SARAN DAN KESIMPULAN 

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi krisis yang 

diterapkan oleh Diskominfotik pada setiap tahap (pra-krisis, krisis, dan 

pasca-krisis) belum sepenuhnya efektif dalam mengelola reputasi pemerintah.  .  

Strategi komunikasi krisis yang diterapkan Diskominfotik dalam menangani isu 

jalan rusak menunjukkan kekuatan dalam penggunaan media sosial untuk 

penyebaran informasi, namun masih memiliki kelemahan signifikan pada setiap 

tahap krisis. Pada tahap pra-krisis, Diskominfotik melakukan pemantauan melalui 

media sosial dan laporan masyarakat, namun deteksi dini tidak berjalan optimal 

karena deteksi masalah seperti jalan rusak  baru dilakukan setelah isu menjadi 

viral. Pada tahap krisis, respons terhadap masyarakat lambat, tidak transparan dan 

lebih berfokus pada penyampaian pencapaian pemerintah (bolstering) daripada 

solusi konkret (rebuilding). Pada tahap pasca-krisis, upaya pemulihan reputasi 

melalui penyebaran konten positif belum sepenuhnya menjawab ekspektasi 

masyarakat.  

Dalam hal media relation, Diskominfotik telah cukup baik dalam menjalankan 

media relations saat menangani isu jalan rusak. Namun, ada aspek yang perlu 

ditingkatkan, terutama setelah krisis mereda. Perbaikan dapat dilakukan dengan 

menerbitkan siaran pers yang menegaskan bahwa krisis telah selesai dan 

menyusun strategi komunikasi berdasarkan analisis pemberitaan selama krisis 

untuk mencegah masalah serupa di masa depan. 
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5.2 Saran  

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Secara Praktis: 

Diperlukan penyusunan SOP yang terperinci terkait komunikasi krisis dalam 

pemulihan reputasi pasca isu, seperti isu jalan rusak yang dihadapi Diskominfotik. 

SOP ini harus mencakup langkah-langkah penanganan krisis dengan respons yang 

cepat, termasuk deteksi risiko secara dini melalui pemantauan media sosial, media 

massa, dan laporan masyarakat. Dengan pendekatan ini, Diskominfotik dapat 

lebih sigap dalam mengidentifikasi masalah dan segera mengambil tindakan untuk 

mencegah krisis semakin membesar.   

 

2. Secara Akademis:   

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi atau referensi berharga 

bagi akademisi dan praktisi yang tertarik mendalami komunikasi krisis. Temuan 

dalam penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian-penelitian serupa di 

masa depan, terutama yang berfokus pada pemulihan reputasi organisasi atau 

institusi pemerintah pasca isu publik, serta pengembangannya dalam konteks yang 

lebih luas. 
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